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Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 88 Tahun 2021 

LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 88 TAHUN 2021 

TENTANG   
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA 

 

 

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA 
 

A. UMUM. 
1. Definisi. 

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap 
dan dana cadangan. 

 
2. Klasifikasi. 

Di dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai 

berikut: 
 

Kelompok Jenis Kewenangan 

Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran SKPKD 

 
Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah 
SKPKD 

Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga 
Sewa SKPKD/SKPD 

 Kerjasama Pemanfaatan SKPKD/SKPD 

 Bangun Guna Serah SKPKD/SKPD 

 Bangun Serah Guna SKPKD/SKPD 

 
Kerjasama Penyediaan 

Infrastruktur 
SKPKD/SKPD 

Aset Tidak Berwujud Goodwill SKPD 

 Lisensi dan Frenchise SKPD 

 Hak Cipta SKPD 

 Hak Paten SKPD 

 Software SKPD 

 Kajian SKPD 

 

Aset Tidak Berwujud Yang 

Mempunyai Nilai 

Sejarah/Budaya 

SKPD 

 
Aset Tidak Berwujud Dalam 

Pengerjaan 
SKPD 

 Aset Tidak Berwujud Lainnya SKPKD/SKPD 

Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang SKPKD/SKPD 

 
Aset Tetap yang Tidak 

Digunakan Dalam Operasional 
SKPD 

 

B. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA DI SKPD. 
1. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD. 

Pihak-pihak yang terkait pada Sistem Akuntansi Aset Lainnya di SKPD 
antara lain:  
a. Pengelola Barang Milik Daerah 

Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengelola Barang Milik Daerah 
bertugas: 

1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; 
2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau 

perawatan barang milik daerah; 
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3) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahatanganan barang 

milik daerah yang memelukan persetujuan Kepala Daerah; 
4) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 

dan penghapusan barang milik daerah; 
5) mengatu pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah 

yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD; 

6) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang 
milik daerah; dan 

7) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan 
barang milik daerah. 

b. Pejabat Penatausahaan Barang 

Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pejabat Penatausahaan Barang 
bertugas: 
1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola 
Barang; 

2) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 
BMD kepada Pengelola Barang;  

3) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang 

memerlukan persetujuan Wali Kota; 
4) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk 

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 

dan penghapusan BMD; 
5) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas 

pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh 

Wali Kota; 
6) membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 

inventarisasi BMD; 
7) melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan 

yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali 

Kota melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada 
Pengelola Barang; 

8) mengamankan dan memelihara BMD; 

9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian 
atas pengelolaan BMD; dan 

10) menyusun laporan BMD. 

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan bertugas: 
1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi 

Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 

2) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang 
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

3) melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam 

penguasaannya; 
4) menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat  Daerah  
mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam 
penguasaannya; 
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5) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD 

berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ atau bangunan; 

6) menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola 
Barang; 

7) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD; 
8) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan 

9) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna 
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada 
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 

d. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 
Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan bertugas: 
1) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada 

Pengguna Barang; 

2) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan 
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya 

yang sah; 
3) meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan 

oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu; 

4) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang 
tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ 

atau bangunan; 
5) mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/ atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; 

6) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD; 
7) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang 
Pembantu; 

8) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) 

dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) 
untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan; 

9) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap 

semester dan setiap tahun; 
10) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 

perubahan kondisi fisik BMD; dan 
11) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 

oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang 

Pembantu. 
e. Pengurus Barang Pengelola 

Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengurus Barang Pengelola 

bertugas: 
1) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada 
Pejabat Penatausahaan Barang; 

2) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
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pemeliharaan/ perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan 

Barang; 
3) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Wali 
Kota; 

4) meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai 
bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam 

pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 
pemusnahan, dan penghapusan BMD; 

5) menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain 

kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang; 
6) menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD; 

7) menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna Barang; 

8) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; 

dan 
9) merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna 

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai 
bahan penyusunan Laporan BMD. 

f. Pengurus Barang Pengguna 

Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengurus Barang Pengguna 
bertugas: 
1) membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran BMD; 
2) menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang 
sah; 

3) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD; 

4) membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna 
Barang; 

5) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang 
tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ 

atau bangunan; 
6) menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/ atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain; 

7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan BMD; 

8) menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 

9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 
permintaan barang; 

10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Pengguna; 
11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan 
barang; 

12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan 

tahunan; 
13) memberi label BMD; 
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14) mengajukan pennohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 
BMD berdasarkan pengecekan fisik barang; 

15) melakukan stock opname barang persediaan 
16) menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan BMD dan menyimpan asli/ fotokopi/salinan 

dokumen penatausahaan; 
17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

Pengguna Barang dan laporan BMD; dan 
18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 

kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti 

oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 
g. PPK SKPD. 

PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas 

sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti 

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke 

dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
h. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

SKPD. 

Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan 

sistem akuntansi aset lainnya ke PPK SKPD. 
i. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang memiliki tugas sebagai berikut: 
1) menandatangani laporan barang SKPD sebelum diserahkan dalam 

proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi 
Akuntansi SKPKD; dan 

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

 

2.  Dokumen yang Digunakan pada SKPD. 
Dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada SKPD 
sebagai berikut: 

a. ijin dari pemegang HaKI; dan/atau 
b. dokumen HaKI; dan/atau 

c. surat usulan penghapusan; dan/atau 
d. bukti memorial; dan/atau 
e. dokumen yang dipersamakan. 

 
3.  Jurnal Standar pada SKPD. 

a. Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD 
Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan dan 
pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset 

lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain. 
1) Aset Tidak Berwujud 

Pada saat aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan 
oleh SKPD. Berdasarkan SP2D/Dokumen yang persamakan/Berita 
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Acara Serah Terima maka PPK SKPD akan mencatat perolehan aset 

tidak berwujud tersebut dengan membuat jurnal: 
 

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD. 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud XXX  

  XXX Utang Belanja Tidak Terduga  XXX 

 

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud 
tersebut, PPK SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen 
terkait (TBP atau SP2D–LS), dengan mencatat Utang Belanja di debit 

dan Kas di Bendahara Pengeluaran di kredit jika dibayar 
menggunakan uang UP/GU/TU atau RK PPKD di kredit jika 

pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS. 
 

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja-Aset Tidak Berwujud 
pada SKPD.  
Apabila pembayaran dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU 

 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Tidak Terduga XXX  

  XXX Kas di Bendahara Pengeluaran  XXX 

 

Atau 
 
Apabila pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Tidak Terduga XXX  

  XXX RK PPKD  XXX 

 

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak 
berwujud tersebut, PPK SKPD mencatat Belanja Modal Aset Tidak 
Berwujud di debit dan Estimasi Perubahan SAL di kredit dengan 

jurnal: 
 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud XXX  

  XXX Estimasi Perubahan SAL   XXX 

 

2) Aset Lain-Lain. 
Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah 

dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK SKPD membuat bukti 
memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian 

mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain- 
Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan 
penggunaannya tersebut dan Akumulasi Penyusutan di debit serta 

Aset Tetap di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-
lain. 
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Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD 
 

Jurnal LO dan Neraca 

 Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

 XXX XXX XXX  Aset Lain-lain....... XXX  

   XXX  Akumulasi Penyusutan..... XXX  

   XXX Aset  Tetap .....  XXX 

 

C. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA PADA SKPKD 
1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait atas sistem akuntansi aset lainnya antara lain: 

a. Pengelola Barang Milik Daerah 
Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengelola Barang Milik Daerah 
bertugas: 

1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; 
2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau 

perawatan barang milik daerah; 
3) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahatanganan barang 

milik daerah yang memelukan persetujuan Kepala Daerah; 

4) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 
dan penghapusan barang milik daerah; 

5) mengatu pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah 
yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD; 

6) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang 

milik daerah; dan 
7) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan 

barang milik daerah. 

b. Pejabat Penatausahaan Barang 
Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pejabat Penatausahaan Barang 

bertugas: 
1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola 

Barang; 
2) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 
BMD kepada Pengelola Barang;  

3) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas 

pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang 
memerlukan persetujuan Wali Kota; 

4) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk 

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 
dan penghapusan BMD; 

5) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas 
pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh 
Wali Kota; 

6) membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 
inventarisasi BMD; 

7) melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan 

yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali 
Kota melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada 
Pengelola Barang; 

8) mengamankan dan memelihara BMD; 
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9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian 

atas pengelolaan BMD; dan 
10) menyusun laporan BMD. 

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 
Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan bertugas: 

1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 

2) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang 
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

3) melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam 

penguasaannya; 
4) menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam 
penguasaannya; 

5) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD 
berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ atau bangunan; 

6) menyerahkan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola 
Barang; 

7) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD; 
8) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan 

9) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna 
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada 

dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 
d. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 

Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan bertugas: 
1) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada 

Pengguna Barang; 
2) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya 

yang sah; 
3) meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan 

oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu; 

4) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang 

tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ 
atau bangunan; 

5) mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/ atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; 

6) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD; 
7) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang 
Pembantu; 

8) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) 

dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) 
untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan; 
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9) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap 

semester dan setiap tahun; 
10) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 

perubahan kondisi fisik BMD; dan 
11) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 

oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang 

Pembantu. 
e. Pengurus Barang Pengelola 

Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengurus Barang Pengelola 
bertugas: 
1) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada 
Pejabat Penatausahaan Barang; 

2) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/ perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan 

Barang; 
3) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Wali 

Kota; 
4) meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai 
bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam 
pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan BMD; 
5) menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain 

kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang; 
6) menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD; 
7) menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna Barang; 
8) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; 

dan 
9) merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna 

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai 

bahan penyusunan Laporan BMD. 
f. Pengurus Barang Pengguna 

Dalam sistem akuntansi Aset Lainnya, Pengurus Barang Pengguna 

bertugas: 
1) membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran BMD; 
2) menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang 

sah; 
3) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD; 
4) membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna 

Barang; 
5) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan yang 
tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/ 
atau bangunan; 

6) menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/ atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
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penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 

tidak dimanfaatkan pihak lain; 
7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan BMD; 
8) menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 
10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Pengguna; 
11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan 

barang; 
12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan 

tahunan; 

13) memberi label BMD; 
14) mengajukan pennohonan persetujuan kepada Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik 
BMD berdasarkan pengecekan fisik barang; 

15) melakukan stock opname barang persediaan 

16) menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 
kepemilikan BMD dan menyimpan asli/ fotokopi/salinan 

dokumen penatausahaan; 
17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

Pengguna Barang dan laporan BMD; dan 

18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti 
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

g. Fungsi Akuntansi SKPKD 
Fungsi akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut: 

1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti 
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke 

dalam Buku Besar masing-masing akun (sub rincian objek masing-
masing akun);  

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

h. PPKD. 
Untuk sistem akuntansi aset lainnya, PPKD mempunyai tugas 
menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam 

proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi 
akuntansi SKPKD. 

 
2. Dokumen yang Digunakan pada SKPKD. 

Dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada 

SKPKD sebagai berikut: 
a. kontrak; dan/atau 
b. perjanjian penjualan secara angsuran; dan/atau 

c. berita acara penjualan; dan/atau 
d. keputusan pembebanan; dan/atau 

e. perjanjian kerjasama–pemanfaatan; dan/atau 
f. perjanjian kerjasama-BOT/BTO; dan/atau 
g. perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur; dan/atau 

h. berita acara serah terima; dan/atau 
i. Per-KDH; dan/atau 
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j. SP2D; dan/atau 

k. bukti memorial; dan/atau 
l. dokumen yang dipersamakan. 

 

3. Jurnal Standar pada SKPKD. 

a. Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan 
tuntutan ganti kerugian daerah. 

1) Tagihan Penjualan Angsuran 
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 
kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan 
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan 

perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah 
golongan III kepada pegawai. 
Selanjutnya, ketika SKPKD melakukan penjualan aset ini secara 

angsuran, maka fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal 
pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen 

transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal ini mencatat 
Tagihan Penjualan Angsuran di debit dan Surplus Penjualan Aset 
Non Lancar serta Aset Tetap di kredit (asumsi harga jual lebih besar 

dari pada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan 
penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan 

dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan. 
 

Jurnal Standar Tagihan Penjualan Angsuran.  
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Tagihan Penjualan Angsuran XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan 

Gedung dan Bangunan 
XXX  

      

  XXX 
Surplus Penjualan BMD 
yang Tidak Dipisahkan-LO 

 XXX 
      

  XXX 
Aset Tetap – Gedung dan 
Bangunan 

 XXX 
      

 

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan 

SKPD maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus 
dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap 

dari SKPD ke SKPKD. Fungsi akuntansi SKPKD dan PPK SKPD 
melakukan jurnal atas pengembalian penguasaan aset tetap 
tersebut sebagai berikut: 

 

Jurnal Standar–Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPD ke 

SKPKD 
Fungsi Akuntansi SKPKD. 
 

Jurnal LO dan Neraca: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – Gedung dan Bangunan XXX  

  XXX RK SKPD  XXX 

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Gedung 
dan Bangunan 

 XXX 
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PPK SKPD 

Jurnal LO dan Neraca: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Gedung dan 
Bangunan 

XXX  

  XXX 
Aset Tetap – Gedung dan 
Bangunan 

 XXX 

 

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka 

setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi SKPKD akan melakukan 
reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo 

dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi 
akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: 

 

Jurnal Standar–Reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran ke 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan 

Angsuran ...... 
XXX  

  XXX Tagihan Penjualan Angsuran  XXX 

 

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka 
fungsi akuntansi SKPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut: 

 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas  di Kas Daerah XXX  

  XXX 
Bagian Lancar Tagihan 
Penjualan Angsuran ...... 

 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX  

  
XXX 

 
Hasil Penjualan BMD yang 
Tidak Dipisahkan 

 
XXX 
 

      

 

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah. 

Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah 
sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang 
harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang 

telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai. 

 
Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan 
Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. 

Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan 
membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. 

Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah di debit dan Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-
LO di kredit. 
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Jurnal Standar–Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian. 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain 

XXX  

  

XXX 

Penerimaan Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah terhadap 
Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain 
LO  

XXX 

 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non lancar, atau 
piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang 
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi 

akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir 
tahun dengan jurnal:  

 
Jurnal Standar Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke 
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 

 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah Terhadap Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain 

XXX 

 

  
XXX 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain  

XXX 

 

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR 
ini, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal: 

 

Jurnal Standar Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan 
Ganti Kerugian Daerah 
 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di  Kas Daerah XXX  

  

XXX 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah Terhadap 
Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain   

XXX*) 

 
Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Estimasi Perubahan SAL XXX  

  XXX 

Penerimaan Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah terhadap 

Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain  XXX 

 

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang 
dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan 
kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan 

sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa: 
1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa. 

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu 

dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset 
kerjasama/kemitraan-sewa. 
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Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, 

fungsi akuntansi SKPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke 
Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa. 

 

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga– Sewa 

Jurnal LO dan Neraca 
 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga – 
Sewa 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
- ..... 

XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan 

Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga-Sewa 

 XXX 

  XXX  Aset Tetap – ...  XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset tetap tanah menjadi aset kemitraan dengan pihak 
ketiga, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai 
pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO. 

Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi 
akuntansi SKPKD akan menjurnal: 
 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX 

Hasil Pemanfaatan BMD yang 

Tidak Dipisahkan - Hasil Seewa 
BMD - LO 

 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX  Estimasi Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Hasil Pemanfaatan BMD yang 
Tidak Dipisahkan - Hasil Seewa 
BMD 

 XXX 

 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, atas aset kemitraan 
dengan pihak ketiga harus dilakukan pengakuan beban 
penyusutan dengan berdasarkan bukti memorial. Fungsi 

akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut: 
 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Penyusutan Kemitraan 
dengan Pihak Ketiga-Sewa 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan 
Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga-Sewa 

 XXX 

Catatan: Khusus untuk kemitraan dengan pihak ketiga - aset tetap tanah, tidak diikuti 
dilakukan pengakuan penyusutan. 

 

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ 
kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi SKPKD 

akan menjurnal: 
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Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga-

Sewa 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap – ... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga – Sewa  

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 
2) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)  

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal 
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa BGS adalah suatu bentuk 

kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak 
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut 
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya 

serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, 
kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain 

berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya 
jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). 
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah 

daerah kepada pihak ketiga/investor. Aset yang berada dalam 
BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 
Pada saat pemerintah daerah melakukan penyerahan aset 

kemitraan BGS kepada pihak ketiga/investor dengan disertai 
Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi SKPKD membuat 

jurnal sebagai berikut: 
 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga – 
Bangun Guna Serah 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
- ..... 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga- Bangun Guna Serah 

 XXX 

  XXX  Aset Tetap – ...  XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset tetap tanah menjadi aset kemitraan dengan pihak 
ketiga, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, atas aset kemitraan 
dengan pihak ketiga harus dilakukan pengakuan beban 
penyusutan dengan berdasarkan bukti memorial. Fungsi 

akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut: 
 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Penyusutan Kemitraan 
dengan Pihak Ketiga- Bangun 
Guna Serah 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga- Bangun Guna Serah 

 XXX 

Catatan: Khusus untuk kemitraan dengan pihak ketiga - aset tetap tanah, tidak diikuti 
dilakukan pengakuan penyusutan. 

2)  
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Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ 

kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dengan 
terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali (appraisal) sebagai 

dasar penentuan nilai wajar aset kerjasama yang diterima. 
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi SKPKD 

akan menjurnal: 
 

Jurnal LO dan Neraca 

Apabila nilai wajar yang diterima lebih tinggi dari nilai buku aset 
yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Bangun Guna Serah 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Bangun Guna Serah 

 XXX 

  XXX 

Surplus Penjualan/ 

Pertukaran/Pelepasan Aset 
Non Lancar-LO 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 

tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

3)  
Apabila nilai wajar yang diterima lebih rendah dari nilai buku aset 
yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 

Bangun Guna Serah 

XXX  

  XXX 
Defisit Penjualan/ 
Pertukaran/Pelepasan Aset Non 

Lancar-LO 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Bangun Guna Serah 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

4)  
Apabila nilai wajar yang diterima sama dengan nilai buku aset yang 

diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 
 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan Aset 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Bangun Guna Serah 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 

Tetap - ...... 
 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Bangun Guna Serah 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

5)  

3)  Bangun Serah Guna–BSG (Build, Transfer, Operate–BTO) 
Di dalam Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca 
Awal Pemerintah Daerah BSG diartikan sebagai pemanfaatan aset 

pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak 
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana 

lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang 
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dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola 

sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. 
 

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak 

ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan 
kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran 

kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah 
ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. 
 

Pada saat pemerintah daerah melakukan penyerahan aset 
kemitraan BSG kepada pihak ketiga/investor dengan disertai 
Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi SKPKD membuat 

jurnal sebagai berikut: 
  

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga – 
Bangun Serah Guna/BSG (BTO) atas ... 

XXX  

  XXX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - ..... XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Kemitraan 
dengan Pihak Ketiga- Bangun Guna 

Serah 
 XXX 

  XXX Aset Tetap – ....  XXX 

  XXX 
Kewajiban Jangka Panjang - Sumber 
Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset tetap tanah menjadi aset kemitraan dengan pihak 
ketiga, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 
Pada saat penyusunan laporan keuangan, atas aset kemitraan 

dengan pihak ketiga harus dilakukan pengakuan beban 
penyusutan dengan berdasarkan bukti memorial. Fungsi 
akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut: 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Beban Penyusutan Kemitraan 

dengan Pihak Ketiga- Bangun 
Serah Guna 

XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan 

Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga- Bangun Serah Guna  

 XXX 

Catatan: Khusus untuk kemitraan dengan pihak ketiga - aset tetap tanah, tidak diikuti 
dilakukan pengakuan penyusutan. 

 
Pada saat pemerintah daerah menerima aset tetap yang 
dikerjasamakan melalui Bangun, Serah, Guna dengan bukti Berita 

Acara Serah Terima. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi 
akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut: 

 
Jurnal LO dan Neraca 
Apabila nilai wajar yang diterima lebih tinggi dari nilai buku aset 

yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 
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Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan Aset 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Bangun Serah Guna 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Bangun Serah Guna 

 XXX 

  XXX 

Surplus Penjualan/ 

Pertukaran/Pelepasan Aset 
Non Lancar-LO 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

6)  
Apabila nilai wajar yang diterima lebih rendah dari nilai buku aset 
yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Bangun Serah Guna 

XXX  

  XXX 
Defisit Penjualan/ 
Pertukaran/Pelepasan Aset Non 
Lancar-LO 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Bangun Serah Guna 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

7)  

Apabila nilai wajar yang diterima sama dengan nilai buku aset yang 
diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan Aset 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Bangun Serah Guna 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga– Bangun Serah Guna 
 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 

Pada saat pemerintah daerah mengakui pembayaran kewajiban 
atas kerja sama Bangun, Serah, Guna dengan menggunakan 
mekanisme bagi hasil. Berdasarkan pada bukti memorial, fungsi 

akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut: 
  

Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Kewajiban Jangka Panjang - 
Sumber Lainnya sesuai 
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 

XXX  

  XXX Kas di Kas Daerah  XXX 

 
Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Pembayaran Pinjaman dari 
Lembaga Keuangan Bukan Bank 

(LKBB)-BUMN/BUMD/Swasta- 
Jangka Panjang 

XXX  

  XXX Estimasi Perubahan SAL  XXX 
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4) Kerja Sama Pemanfaatan 

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber 
pembiayaan lainnya.  
Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, 

fungsi akuntansi SKPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke 
Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerja Sama 

Pemanfaatan dengan membuat jurnal sebagai berikut: 
 

Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga – 
Kerja Sama Pemanfaatan .... 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
- ...... 

XXX  

   

Akumulasi Penyusutan 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
– Kerja Sama Pemanfaatan .... 

 XXX 

  XXX Aset Tetap – ...  XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset tetap tanah menjadi aset kemitraan dengan pihak 
ketiga, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 
Hasil dari kerja sama pemanfaatan terdiri dari kontribusi tetap dan 

persentase bagi hasil atas pemanfaatan aset daerah yang diakui 
sebagai pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah LO. 
Hasil tersebut diakui pada saat kas diterima di Kas di Kas Daerah. 

Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi 
akuntansi SKPKD akan menjurnal: 
 

Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX 
Hasil Pemanfaatan BMD yang 
Tidak Dipisahkan - Hasil Kerja 

Sama Pemanfaatan BMD -  LO 
 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX  Estimasi Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Hasil Pemanfaatan BMD yang 
Tidak Dipisahkan - Hasil Kerja 

Sama Pemanfaatan BMD 

 XXX 

 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, atas aset kemitraan 
dengan pihak ketiga harus dilakukan pengakuan beban 
penyusutan dengan berdasarkan bukti memorial. Fungsi 

akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut: 
 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Penyusutan Kemitraan 
dengan Pihak Ketiga- Kerjasama 
Pemanfaatan 

XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan 
Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga- Kerjasama 
Pemanfaatan  

 XXX 

Catatan: Khusus untuk kemitraan dengan pihak ketiga - aset tetap tanah, tidak diikuti 
dilakukan pengakuan penyusutan. 
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Pada masa perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD berakhir, aset 

kemitraan kerjasama pemanfaatan harus dikembalikan kepada 
Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian 

kembali (appraisal) sebagai dasar penentuan nilai wajar aset 
kerjasama yang diterima. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, 

fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal: 
 

Jurnal LO dan Neraca 

Apabila nilai wajar yang diterima lebih tinggi dari nilai buku aset 
yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan Aset 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Kerjasama Pemanfaatan 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 

Kemitraan dengan Pihak 

Ketiga– Kerja Sama 
Pemanfaatan 

 XXX 

  XXX 
Surplus Penjualan/ 
Pertukaran/Pelepasan Aset 
Non Lancar-LO 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

(a)  
Apabila nilai wajar yang diterima lebih rendah dari nilai buku aset 
yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Kerjasama Pemanfaatan 

XXX  

  XXX 
Defisit Penjualan/ 
Pertukaran/Pelepasan Aset Non 
Lancar-LO 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Kerja Sama 
Pemanfaatan 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 
Apabila nilai wajar yang diterima sama dengan nilai buku aset yang 

diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Kerjasama Pemanfaatan 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Kerja Sama 
Pemanfaatan 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 

tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 
5) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 

Kerja sama penyediaan infrastruktur adalah kerja sama antara 
pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan 

infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, 

fungsi akuntansi SKPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke 
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Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama 

Penyediaan Infrastruktur dengan membuat jurnal: 
 

Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga – 
Kerja Sama Penyediaan 

Infrastruktur  

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
---- 

XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

– Kerja Sama Penyediaan 
Infrastruktur 

 XXX 

  XXX Aset Tetap – ...  XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset tetap tanah menjadi aset kemitraan dengan pihak 
ketiga, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 
Hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur terdiri dari 
kontribusi tetap dan persentase bagi hasil atas pemanfaatan aset 

daerah yang diakui sebagai pendapatan Hasil dari Pemanfaatan 
Kekayaan Daerah LO. Hasil tersebut diakui pada saat kas diterima 

di Kas di Kas Daerah. Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari 
Bank, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal: 

 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX  

  XXX 
Hasil dari Kerja Sama 
Penyediaan Infrastruktur-  LO 

 XXX 

 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX  Estimasi Perubahan SAL XXX  

  XXX 
Hasil dari Kerja Sama 
Penyediaan Infrastruktur  

 XXX 

 

Pada saat penyusunan laporan keuangan, atas aset kemitraan 

dengan pihak ketiga harus dilakukan pengakuan beban 
penyusutan dengan berdasarkan bukti memorial. Fungsi 
akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut: 

 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Beban Penyusutan Kemitraan 

dengan Pihak Ketiga- Kerjasama 
Penyediaan Infrastruktur 

XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga- Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur 

 XXX 

Catatan: Khusus untuk kemitraan dengan pihak ketiga - aset tetap tanah, tidak diikuti 
dilakukan pengakuan penyusutan. 

 
Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ 

kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi SKPKD 

akan menjurnal: 
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Jurnal LO dan Neraca 

Apabila nilai wajar yang diterima lebih tinggi dari nilai buku aset 
yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 

 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Kerjasama Penyediaan 

Infrastruktur 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Kerjasama Penyediaan 

Infrastruktur 

 XXX 

  XXX 
Surplus Penjualan/ 
Pertukaran/Pelepasan Aset 

Non Lancar-LO 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

(b)  

Apabila nilai wajar yang diterima lebih rendah dari nilai buku aset 
yang diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 
 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur 

XXX  

  XXX 
Defisit Penjualan/ 
Pertukaran/Pelepasan Aset Non 

Lancar-LO 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Kerjasama Penyediaan 

Infrastruktur 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 

Apabila nilai wajar yang diterima sama dengan nilai buku aset yang 
diserahkan pada saat kerjasama (tercatat). 
 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap – ... XXX  

  XXX 

Akumulasi Penyusutan Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga– 
Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur 

XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap - ...... 

 XXX 

  XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga– Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur 

 XXX 

Catatan: Khusus reklasifikasi aset kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap 
tanah, tidak diikuti akumulasi penyusutannya. 

 

c. Aset Tidak Berwujud 
Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak 
mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan 
hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian 
dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan 

dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas: 
1) good will; 
2) hak paten atau hak cipta; 
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3) royalti; 

4) software; 
5) lisensi; 

6) hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panjang; 

7) aset tak berwujud lainnya; dan 
8) aset tak berwujud dalam pengerjaan. 

 

Pada saat aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan 
oleh SKPKD. Berdasarkan SP2D/Dokumen yang 

persamakan/Berita Acara Serah Terima maka fungsi akuntansi 
SKPKD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut 
dengan membuat jurnal: 

 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud XXX  

  XXX Utang Belanja Tidak Terduga  XXX 

 

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud 
tersebut, fungsi akuntansi SKPKD melakukan penjurnalan 

berdasarkan dokumen terkait (TBP atau SP2D–LS), dengan 
mencatat Utang Belanja Tidak Terduga di debit dan Kas di 
Bendahara Pengeluaran di kredit jika dibayar menggunakan uang 

UP/GU/TU atau Kas di Kas Daerah di kredit jika pembayaran 
dilakukan dengan mekanisme LS. 

 

Apabila pembayaran dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Tidak Terduga XXX  

  XXX Kas di Bendahara Pengeluaran  XXX 

 

atau 
 

Apabila pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS 
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Tidak Terduga XXX  

  XXX Kas di Kas Daerah  XXX 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak 

berwujud tersebut, fungsi akuntansi SKPKD mencatat Belanja 
Modal Aset Tidak Berwujud di debit dan Estimasi Perubahan SAL di 
kredit dengan jurnal: 

 

Jurnal LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud XXX  

  XXX Estimasi Perubahan SAL   XXX 
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d. Aset Lain-lain 

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat 

disebabkan karena:  
1) rusak berat, usang; dan/atau  
2) aset tetap yang belum/tidak digunakan karena:  

a) menunggu proses penggunaan; atau  
b) menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, tukar- 

menukar, penghibahan, penyertaan modal). 
 
Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lain-lain, fungsi 

akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan 
penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau bukti memorial 

atau dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal tersebut mencatat Aset 
lain-lain dan Akumulasi Penyusutan di debit serta Aset tetap (sesuai 

rincian obyek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. 
 

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain  
Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset lain-lain – ....  XXX  

  XXX 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – 
.... 

XXX  

  XXX Aset Tetap ....  XXX 
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